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Abstract. The livestock sector in Gowa Regency, South Sulawesi, has great potential but is often threatened by outbreaks of Foot and Mouth Disease (FMD), which cause significant economic losses. This study aims to evaluate the FMD control policies implemented by the Gowa Regency Government based on William Dunn's six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The study used a qualitative approach with primary data collected through in-depth interviews with key informants from the Livestock and Animal Health Division of the Gowa Regency Livestock and Plantation Service and supporting data from various literature. The findings show that the FMD control policy is effective in achieving zero cases, but efficiency is hampered by limited medical personnel (only two veterinarians) and operational budget dependence entirely on the Central Government. Vaccine adequacy is a pull system (demand-driven) and compensation distribution is carried out fairly. Community responsiveness increased after severe losses, and policy accuracy was considered most optimal in the implementation of biosecurity and sanitation while promoting vaccination. As a recommendation, the Gowa Government needs to recruit contract workers in the field of animal health, allocate funds for the procurement of operational vehicles and equipment to support laboratory facilities, and issue a Regent Regulation that strictly regulates the implementation of biosecurity and livestock housing patterns in high-risk areas.
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Abstrak. Sektor peternakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar namun sering terancam oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang menyebabkan kerugian ekonomi signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian PMK yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan dari William Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan (UTKH) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa serta data pendukung dari berbagai literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian PMK efektif dalam mencapai zero case, namun efisiensi terhambat oleh keterbatasan tenaga medik (hanya dua dokter hewan) dan ketergantungan anggaran operasional sepenuhnya pada Pemerintah Pusat. Kecukupan vaksin bersifat pull system (permintaan) dan perataan kompensasi dilaksanakan secara adil. Responsivitas masyarakat meningkat setelah kerugian parah, dan ketepatan kebijakan dinilai paling optimal pada penerapan biosecurity dan sanitasi sembari menggalakkan vaksinasi. Sebagai rekomendasi, Pemerintah Gowa perlu merekrut tenaga kerja kontrak bidang kesehatan kewan, mengalokasikan untuk pengadaan kendaraan operasional dan peralatan penunjang fasilitas laboratorium, serta menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur secara ketat penerapan biosecurity dan pola pengandangan ternak di wilayah berisiko tinggi.
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1. LATAR BELAKANG
Sektor peternakan memegang peranan vital dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai sumber protein hewani serta menjadi sumber pendapatan alternatif masyarakat. Kabupaten Gowa, sebagai salah satu wilayah di Indonesia bagian timur, memiliki potensi peternakan yang signifikan. Hal ini didukung oleh ketersediaan padang penggembalaan yang luas serta hijauan pakan ternak yang memadai, sehingga wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan ternak sapi potong (Amir, 2017). 
Namun, keberlanjutan sektor peternakan tersebut sering terancam oleh berbagai wabah penyakit menular, salah satunya adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). PMK merupakan penyakit virus akut yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi, kambing, dan domba. Penyakit ini disebabkan oleh virus Asam Ribonukleat (RNA) dari genus Aphthovirus dan famili Picornaviridae. PMK dikenal memiliki tingkat penularan yang tinggi, meskipun umumnya memiliki tingkat kematian (mortalitas) yang rendah. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang sakit, cairan tubuh, melalui udara, serta kontaminasi pada pakan maupun peralatan (Adhiem, 2025).
Terbaru, sebanyak 17.534 hewan ternak di Sulawesi Selatan dilaporkan terjangkit PMK selama periode Januari hingga Mei tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 6.892 ekor dinyatakan sembuh dan 35 ekor mati. Kabupaten Bone mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 5.329 kasus, disusul Kabupaten Jeneponto 3.720 kasus, dan Kabupaten Sinjai 3.718 kasus. Kabupaten Takalar juga termasuk dalam daftar dengan jumlah signifikan, yaitu 2.369 kasus, diikuti Kabupaten Gowa sebanyak 952 kasus dan Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 697 kasus (Said, 2025). Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa mengkonfirmasi sekitar 510 ternak sapi terkena wabah PMK yang tersebar di 10 Kecamatan di Gowa. Lebih rinci, dari 510 ternak yang terpapar, sebanyak dua ekor diantaranya mati, 323 ekor sembuh, dan sisanya masih dalam penanganan. Maraknya penyebaran PMK diakibatkan karena perubahan cuaca sehingga menyebabkan hewan ternak stres dan meningkatnya lalu lintas ternak (Syawaluddin, 2025).
Pentingnya penelitian ini karena belum terdapat penelitian yang secara khusus menjabarkan hasil evaluasi mendalam terhadap kebijakan pengendalian PMK di Kabupaten Gowa pasca-wabah tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kebijakan pengendalian PMK yang diterapkan mampu mengatasi masalah tersebut, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pengimplementasian kebijakan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang adaptif dengan karakteristik khas di Kabupaten Gowa.







2. KAJIAN TEORITIS
Carl Friedrich dalam Manongga et al. (2021) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan terarah yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Tindakan ini dilakukan dalam lingkungan tertentu dengan tujuan mencari peluang guna mencapai sasaran atau mewujudkan tujuan, meskipun dihadapkan pada hambatan-hambatan spesifik. Sementara itu, Suharto dalam Tuwu (2020) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan instrumen pemerintahan. Hal ini tidak hanya merujuk pada government (aparat negara), tetapi juga pada governance, yang menyangkut pengelolaan sumber daya publik. Pada dasarnya, kebijakan adalah serangkaian keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pendistribusian dan pengelolaan sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan khalayak umum.
Wahab (2017) menekankan adanya perbedaan antara kebijakan dan keputusan. Tiga perbedaannya meliputi: (1) Kebijakan melibatkan perilaku dan harapan-harapan; (2) Kebijakan memiliki hasil akhir yang hendak dicapai; dan (3) Setiap kebijakan baik secara tersurat maupun tersirat selalu memiliki sasaran atau tujuan. Islamy dalam Abdal (2025) menambahkan bahwa untuk memahami kebijakan, perlu dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah seluruh bentuk aktivitas pemerintah yang didasari oleh aturan-aturan yang mengikat, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut William N. Dunn dalam Rantung (2024), evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan estimasi atau penilaian terhadap kebijakan, yang meliputi substansi, implementasi, dan dampaknya. Evaluasi dipandang sebagai kegiatan yang bersifat fungsional, artinya pelaksanaannya tidak terbatas hanya pada tahap akhir, tetapi dilakukan sepanjang seluruh proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan mencakup tahap perumusan masalah, program yang diusulkan untuk mengatasi masalah, implementasi, hingga tahap dampak kebijakan. Nugroho dalam Silitonga (2025) menegaskan bahwa evaluasi tidak bertujuan untuk mencari kesalahan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi seberapa besar kesenjangan yang ada antara capaian dan harapan suatu kebijakan publik. Selanjutnya, evaluasi berupaya menemukan cara untuk meminimalisasi atau menutup kesenjangan tersebut. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai kegiatan yang positif, yang bertujuan mencari dan menutupi kekurangan.


3. METODE PENELITIAN
[bookmark: _Hlk214803129]Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fokus penelitian. Metode kualitatif dipilih untuk menggali informasi mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti (Moleong, 2017). Data utama diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif, yang berarti mereka dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa mereka telah memahami masalah yang menjadi fokus penelitian (Bungin, 2017). Dalam konteks ini, peneliti telah menetapkan informan dari bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan (UTKH) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa. Proses penelitian dilakukan di dua tempat, yaitu di Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dan Rumah Potong Hewan (RPH) Tamarunang yang keduanya terletak di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai data pendukung, penulis juga mengumpulkan berbagai pustaka yang relevan dengan konteks dan masalah penelitian. Sumber yang dirujuk meliputi artikel ilmiah, buku, dokumen, dan berbagai publikasi elektronik lainnya yang sesuai dengan fokus penelitian (Haryoko et al., 2020). Adapun proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti tiga langkah utama yang dikemukakan oleh Miles et al. dalam Syarif & Putera (2024), yaitu:
a. Reduksi Data: Data yang telah terkumpul diseleksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Tujuannya adalah agar hasil penelitian menjadi lebih mudah diungkapkan;
b. Penyajian Data: Data disajikan secara deskriptif dalam bentuk yang sistematis, logis, dan rasional, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca; serta,
c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan: Data-data yang ada diidentifikasi dan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk pola dan struktur yang sistematis. Hasil dari proses ini kemudian digunakan sebagai temuan untuk menarik kesimpulan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Hlk214883485]Untuk menjelaskan evaluasi kebijakan pengendalian wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Kabupaten Gowa, penulis menggunakan model evaluasi kebijakan oleh William Dunn sebagai pisau analisis. Secara sistematis, terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan dari William Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan (Fitria, 2025).



Efektivitas
Efektivitas dalam evaluasi kebijakan berfokus pada membandingkan tujuan kebijakan dengan hasil aktual di lapangan yang telah dicapai. Apabila hasil yang dicapai mendekati target, maka tingkat efektivitasnya akan meningkat pula (Nadila, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gowa melalui kebijakan pengendalian PMK adalah menjadi wilayah zona hijau hingga mencapai nol kasus (zero case). Tujuan ini mulai ditetapkan pada bulan Juli tahun 2022 sejalan dengan ketetapan Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK pada hewan ternak (Muhari, 2022). Munculnya wabah PMK pada tahun 2022, sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, dipicu oleh masuknya ternak dari luar Kabupaten Gowa, termasuk dari luar Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan penelusuran secara mendalam oleh stakeholder terkait, ditemukan penyebab utama, yakni lemahnya pengawasan lalu lintas ternak sehingga sapi yang terinfeksi dari kabupaten lainnya menyebabkan PMK merebak pada beberapa titik di wilayah Kabupaten Gowa. Rohma et al. (2022) juga menambahkan bahwa penyebaran PMK pada ternak rentan terjadi secara cepat dikarenakan lalu lintas hewan beserta transportasi dan alat-alat yang terkontaminasi virus PMK.
Untuk mencapai zona hijau, Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan upaya pengendalian dan pengobatan secara intensif. Langkah awal yang ditempuh adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian PMK di Kabupaten Gowa melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Gowa Nomor 304/VII/2022. Selanjutnya, dilakukan pengambilan sampel sekaligus pengujian kesehatan pada beberapa hewan ternak di seluruh titik kecamatan se-Kabupaten Gowa untuk memastikan hewan ternak yang menjadi sampel terdiagnosa PMK atau tidak. Sampel ini akan ditransfer ke Balai Besar Veteriner (BBV) Maros karena laboratorium di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa belum memiliki kelengkapan yang memadai. Jika hasilnya positif, maka tim vaksinator akan turun ke lapangan untuk menyisir seluruh wilayah di Kabupaten Gowa dan melakukan pengobatan dengan metode vaksinasi.
Berkat pengendalian yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Gowa dinyatakan sebagai zona hijau pada awal hingga pertengahan tahun 2023. Namun, tantangan muncul kembali pada akhir tahun 2024 ketika PMK muncul lagi di Kabupaten Gowa. Kronologi kemunculannya pun sama, yaitu berkaitan dengan pengawasan lalu lintas ternak yang sulit dikendalikan. Posisi Kabupaten Gowa yang strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya menyulitkan pengawasan hewan ternak yang masuk. Walaupun terdapat beberapa titik masuk ternak, kesulitan untuk stand by selama 24 jam memicu mudahnya penyebaran PMK. Sebagai upaya pencegahan, khususnya setelah munculnya kembali wabah PMK, Pemerintah Daerah tetap melakukan vaksinasi secara gencar sehingga pada awal tahun 2025, Kabupaten Gowa kembali menjadi zona hijau atau mencapai zero case wabah PMK.
[bookmark: _Hlk214818747]Selain itu, deteksi dini terhadap wabah PMK pada hewan ternak juga terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari program kesehatan hewan tahunan. Program ini tetap berjalan untuk memantau kondisi aktual di masyarakat, terlepas dari adanya laporan penyakit atau tidak. Jika peternak memiliki keluhan, tim medik dan paramedik bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan (UTKH) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa akan segera melakukan pemeriksaan dan penyuntikan vitamin. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan hewan dan membantu pemulihan dari penyakit. Adapun hambatan yang sering kali muncul adalah kendala medan yang sulit di wilayah dataran tinggi Kabupaten Gowa yang diperburuk oleh kebiasaan peternak melepas hewan ternaknya ke hutan. Praktik ini membuat upaya vaksinasi tidak efektif dan tidak menyeluruh, sebab hewan yang dilepas dan tidak divaksinasi memiliki kemungkinan besar untuk tertular PMK.
Efisiensi
Efisiensi berfokus pada aspek mengukur rasio antara output (hasil) dengan input, baik biaya maupun sumber daya (Makaminang et al., 2022). Terkait biaya, anggaran utama penyediaan vaksin untuk pengendalian PMK dibebankan kepada pemerintah pusat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa masih menghadapi keterbatasan, sebab ketersediaan anggaran belum mencakup pengadaan vaksin PMK karena harganya yang tergolong tinggi. Sebagai konsekuensinya, pendanaan untuk pengadaan vaksin dan operasional sepenuhnya bergantung pada Pemerintah Pusat. Sementara anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa hanya mencakup penyediaan obat-obatan secara umum, tanpa alokasi khusus untuk menangani PMK.
Melalui tabel 1, dapat dilihat perkiraan anggaran untuk Biaya Penunjang Operasional (BOP) yang diperlukan setiap melakukan aktivitas vaksinasi. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi pusat dan daerah dalam upaya penanganan wabah PMK, meskipun masih terdapat tantangan dalam penyediaan anggaran yang memadai untuk keperluan spesifik penanganan PMK. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan vaksinasi untuk hewan ternak, penting bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi pendanaan yang lebih berkelanjutan agar dapat mengatasi dampak PMK secara lebih efektif.

[bookmark: _Hlk214867713]Tabel 1. Gambaran Biaya Penunjang Operasional (BOP) Vaksinasi Tahun 2024
	No
	Kecamatan
	Desa
	Dosis
	BOP
	Jumlah

	1
	Parigi
	Jonjo
	54
	Rp. 25.000,-
	Rp. 1.350.000,-

	
	
	Sicini
	409
	Rp. 25.000,-
	Rp. 10.225.000,-

	2
	Tombolo Pao
	Mamampang
	3
	Rp. 25.000,-
	Rp. 75.000,-

	
	
	Tabbinjai
	1251
	Rp. 25.000,-
	Rp. 31.275.000,-

	
	
	Tamaona
	2
	Rp. 25.000,-
	Rp. 50.000,-

	
	
	Tante
	3
	Rp. 25.000,-
	Rp. 75.000,-

	Total
	1722
	
	Rp. 43.050.000,-


[bookmark: _Hlk214867440]Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa (2025)
Adapun jika ditinjau dari Sumber Daya Manusia (SDM), hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga medik tidak sebanding dengan populasi ternak di Kabupaten Gowa. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa hanya memiliki 2 dokter hewan sebagai tenaga medik dan sekitar 10 orang paramedik yang sekaligus merangkap sebagai penyuluh. Jumlah ini dianggap sangat kurang mengingat populasi ternak di Kabupaten Gowa tergolong cukup tinggi, yakni diprediksi mencapai 78.699 ekor (lihat tabel 2). Dengan kondisi tersebut, maka idealnya per satu kabupaten memerlukan setidaknya lima dokter hewan. Untuk mengatasi kekurangan ini, maka Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa menggunakan upaya perpanjangan tangan dengan memfasilitasi satu kecamatan satu petugas peternakan. Petugas ini dibekali dengan obat-obatan dan peralatan medik/paramedik serta bertugas melakukan pengendalian awal serta melaporkan situasi darurat yang ditemukan di lapangan kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa.
Tabel 2. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Gowa Tahun 2024
	[bookmark: _Hlk214823845]Jenis Ternak
	Total Populasi

	Sapi Perah
	Sapi Potong
	Kerbau
	Kuda
	Kambing
	Domba
	Babi
	

	100
	53.799
	509
	6.773
	16.649
	–
	869
	78.699


Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)
Namun disisi lain, legitimasi untuk memberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) secara administratif adalah mutlak dimiliki oleh Dokter Hewan Veteriner. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dokumen lalu lintas hewan yang memuat SKKH diberikan oleh penyuluh. Hanya saja, penyuluh tidak bisa menjalankan tugas-tugas tertentu, seperti anamnesa sebaik dokter hewan sehingga validitas kesehatan hewan akan dipertanyakan (Ariana, 2024). Hal ini semakin menguatkan pentingnya keberadaan dokter hewan sebab secara tidak langsung membantu memutus mata rantai penyebaran PMK.
Kecukupan
[bookmark: _Hlk214819758]Kecukupan berfokus pada sejauh mana tingkat efektivitas suatu program berhasil memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menjadi asal mula munculnya suatu masalah. Kecukupan terhubung erat dengan efektivitas program/kebijakan, dimana penilaiannya dilakukan dengan memperkirakan seberapa jauh program yang dijalankan mampu memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dan menyelesaikan masalah yang ada secara tuntas (Cahyani & Puspaningtyas, 2023). Pada awal laporan wabah masuk, ketersediaan vaksin PMK di tingkat Kabupaten pada dasarnya belum tersedia, sebab distribusi vaksin PMK berasal dari Pemerintah Provinsi, sementara Pemerintah Provinsi sangat bergantung pada distribusi dari Pemerintah Pusat. Adapun jatah vaksin yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah populasi ternak yang ada serta didistribusikan secara bertahap atau tidak sekaligus sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3. Sebagai contoh, tahap pertama umumnya didistribusikan sekitar 10 persen dari total populasi ternak, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: jumlah kasus PMK yang teridentifikasi, kebutuhan vaksin kabupaten lainnya, serta stok vaksin PMK yang tersedia secara nasional.
Tabel 3. Rekapitulasi Vaksinasi PMK per Kecamatan di Kabupaten Gowa
Tahun 2023 & 2025 
	[bookmark: _Hlk214819160]No
	Kecamatan
	Jumlah Dosis Vaksin PMK

	
	
	2023
	2025

	
	
	Tahap 1
	Tahap 2
	Tahap 3
	Tahap 4
	Tahap 1

	1
	Bontonompo
	258
	-
	213
	-
	4

	2
	Bajeng
	371
	629
	-
	-
	-

	3
	Tompobulu
	76
	166
	962
	-
	1649

	4
	Tinggimoncong
	715
	2690
	1954
	748
	1034

	5
	Parangloe
	1032
	2316
	2173
	2907
	739

	6
	Bontomarannu
	56
	553
	300
	-
	120

	7
	Pallangga
	443
	339
	15
	-
	194

	8
	Somba Opu
	-
	138
	-
	-
	-

	9
	Bungaya
	284
	1957
	834
	98
	1056

	10
	Tombolo Pao
	2385
	2711
	-
	-
	802

	11
	Biringbulu
	-
	1224
	888
	246
	130

	12
	Barombong
	-
	24
	-
	-
	-

	13
	Pattallassang
	-
	-
	-
	-
	31

	14
	Manuju
	847
	2061
	2421
	2557
	332

	15
	Bontolempangan
	157
	669
	185
	-
	-

	16
	Bontonompo Selatan
	206
	204
	59
	-
	-

	17
	Parigi
	120
	322
	1202
	-
	575

	18
	Bajeng Barat
	105
	-
	105
	-
	-

	Total
	7.055
	16.003
	11.311
	6.556
	6.666


[bookmark: _Hlk214819247]Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa (2025)
Di samping itu, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa berupaya keras untuk menjaga ketersediaan vaksin PMK dengan selalu menyediakan cadangan sebesar sekitar 10 persen dari total kebutuhan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Setelah stok persediaan yang didistribusikan habis, dinas akan meminta kembali stok vaksin yang baru agar cadangan 10 persen untuk keadaan darurat tetap tersedia dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Cadangan ini penting mengingat status Kabupaten Gowa yang strategis dan rentan terhadap masuknya PMK melalui lalu lintas ternak. Ketergantungan pada permintaan ulang stok vaksin PMK mengindikasikan bahwa sistem persediaan bersifat pull system (berdasarkan permintaan) dan bukan push system (otomatis) sehingga keberhasilan cara ini sangat bergantung pada kecepatan respons dan distribusi dari tingkat provinsi ke kabupaten, yang mana dapat menjadi tantangan terutama jika terjadi lonjakan kasus PMK di banyak wilayah secara bersamaan.
Perataan
[bookmark: _Hlk214863859]Perataan dalam evaluasi kebijakan berfokus pada mengukur sejauh mana program atau kebijakan telah didistribusikan secara adil (Pratama, et al., 2024). Selain vaksinasi PMK, kerugian akibat PMK pada tahun 2022 juga ditindaklanjuti dengan kebijakan pemotongan bersyarat untuk ternak yang di diagnosa positif PMK dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PHK) memberikan ganti rugi kepada beberapa peternak sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor ternak yang dimusnahkan. Di Kabupaten Gowa, tercatat ada 16 ekor ternak yang dipotong bersyarat, sehingga total ganti rugi yang diterima bernilai Rp. 10.000.000,- (sebagaimana terlampir pada tabel 4) Terkait kebijakan pemotongan bersyarat (pemusnahan ternak positif PMK), tidak ada penolakan dari masyarakat atau peternak. Hal ini menggambarkan bahwa semua peternak mendapatkan akses yang sama, baik vaksinasi PMK maupun pemberian kompensasi bagi yang memenuhi kriteria.
Tabel 4. Daftar Penerima Bantuan Pemotongan Bersyarat dalam Pengendalian PMK
di Kabupaten Gowa Tahun 2022 
	No
	Nama Penerima
	Alamat
	Jenis Ternak 
	Jumlah
	Jumlah
Bantuan

	1
	Faisal Hijaz
	Kel.Sungguminasa, Kec. Somba Opu
	Sapi
	1 ekor
	Rp. 10.000.000,-

	2
	Amiruddin
	Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo
	Sapi
	5 ekor
	Rp. 50.000.000,-

	3
	Muhammad Edi
	Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo
	Sapi
	5 ekor
	Rp. 50.000.000,-

	4
	Suar Adnan Dhiki
	Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo
	Sapi
	5 ekor
	Rp. 50.000.000,-

	Total Bantuan
	16 ekor
	 Rp. 160.000.000,-


Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa (2025)
Responsivitas
Responsivitas berfokus pada sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut (Fika et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons sebagian kecil masyarakat Kabupaten Gowa, khususnya yang berprofesi sebagai peternak, terhadap program vaksinasi yang dijalankan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa pada awal muncul dan merebaknya PMK cenderung tidak terlalu responsif dan kurang menanggapi program tersebut. Namun, pemahaman dan kesadaran masyarakat meningkat pesat setelah mereka menyaksikan wabah PMK pada tahun 2022 yang dapat mematikan hewan ternak serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Peristiwa tersebut pada akhirnya menjadi “titik balik” bagi hampir seluruh masyarakat, khususnya kalangan peternak, agar melek terhadap pentingnya vaksinasi PMK dan upaya pencegahan lainnya. 
[bookmark: _Hlk214864966]Sejalan dengan itu, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa juga berperan aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi tanpa henti mengenai upaya-upaya untuk mengantisipasi dan mengendalikan penyakit PMK. Kegiatan yang dilakukan oleh Suryana et al. (2025) menunjukkan tingginya tingkat partisipasi peternak terhadap kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan yang bersinergi dengan tindakan langsung di lapangan. Upaya pencegahan dan penanganan PMK melalui edukasi berdampak baik dalam pengendalian PMK yang ditandai dengan perubahan kondisi hewan ternak menjadi lebih sehat dari kondisi sebelumnya. Pada dasarnya, program sosialisasi dan edukasi mengenai kesehatan hewan kepada masyarakat tidak memiliki waktu spesifik. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa mengandalkan petugas penyuluh yang bertanggung jawab atas wilayah kecamatan masing-masing untuk melakukan edukasi dan kunjungan secara rutin, bahkan hampir setiap hari. Namun, terdapat periode khusus sosialisasi dan edukasi dilakukan lebih intensif lagi, yaitu menjelang Hari Raya Kurban (Idul Adha), karena tingginya lalu lintas ternak pada masa tersebut.
[bookmark: _Hlk214613072]Ketepatan
Ketepatan berfokus pada penilaian kebenaran atau relevansi tujuan kebijakan di hadapan masalah yang sesungguhnya. Dengan kata lain, ketepatan adalah kriteria yang digunakan untuk menyeleksi berbagai alternatif dan menentukan rekomendasi kebijakan. Kriteria ini menilai kelayakan tujuan dari hasil yang direkomendasikan oleh suatu alternatif (Zakirin & Arifin, 2022). Mengenai solusi pengendalian dan pencegahan PMK, informan penelitian menjelaskan bahwa pada dasarnya vaksinasi PMK bukanlah satu-satunya solusi paling efektif. PMK juga dapat disembuhkan dengan pengendalian dini dan pengobatan rutin, yang bahkan dapat dilakukan secara herbal oleh peternak itu sendiri, seperti pemberian jeruk nipis yang dicampur dengan air dan gula merah dan disemprotkan di area mulut ternak. Dengan pengobatan intensif tersebut, PMK dapat sembuh tanpa menyebabkan kematian. 
[bookmark: _Hlk214886332]Aspek lain yang sering kali dianggap kurang penting namun sebenarnya sangat vital, yaitu biosecurity. Biosecurity mencakup upaya menjaga kebersihan, utamanya meliputi sanitasi kandang. Penyakit PMK, selain menyebar antar hewan, juga dapat dibawa oleh orang yang keluar masuk kandang, seperti pedagang yang baru mengambil ternak dari kabupaten lain. Oleh karena itu, penerapan biosecurity yang ketat dapat mencegah penyebaran. Contoh penerapan biosecurity adalah mewajibkan orang yang baru datang dari kandang lain untuk membersihkan diri dengan desinfektan serta membersihkan kendaraan yang mengangkut hewan ternak, peralatan, sumber air, dan material lain yang akan memasuki area kandang (Noywuli et al., 2024). Praktik Biosecurity semestinya digalakkan di kalangan penyedia jasa peternakan, mulai dari pedagang, teknisi Inseminasi Buatan (IB), dokter hewan, dan lain-lain (AIHSP, 2024). Namun, upaya pencegahan berbasis kebersihan ini sering kali diabaikan oleh para peternak. Informan penelitian menegaskan bahwa jika biosecurity dijaga maksimal, pencegahan dapat dilakukan bahkan tanpa bergantung pada vaksinasi. Secara keseluruhan, menjaga kebersihan atau biosecurity adalah hal yang paling penting dalam pencegahan seluruh penyakit hewan, tidak hanya PMK. Terlebih lagi, bagi masyarakat yang ingin membuka usaha ternak baru, perlu mengurus perizinan dengan salah satu syarat utama yang mesti disanggupi adalah kewajiban menjaga kebersihan diri sebagai peternak dan lingkungan sekitar tempat tinggal hewan ternak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan pengendalian PMK, tingkat keberhasilan atau kesuksesan kebijakan tersebut dihadapkan pada beberapa tantangan seperti: keterbatasan tenaga medik, masalah anggaran operasional yang bergantung pada pemerintah pusat, serta rendahnya kesadaran peternak terhadap biosecurity dan kebiasaan melepas ternak di hutan sehingga menyulitkan vaksinasi. Sebagai rekomendasi, Pemerintah Kabupaten Gowa dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut: (1) Penguatan Sumber Daya Manusia dengan membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang Kesehatan Hewan mengingat jumlah dokter hewan (medik) yang sangat minim; (2) Memprioritaskan anggaran untuk pembelian atau penyewaan kendaraan operasional yang sesuai untuk medan dataran tinggi guna mendukung vaksinasi PMK pada wilayah yang sulit dijangkau; (3) Mengalokasikan anggaran pengadaan peralatan penunjang fasilitas laboratorium di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa sehingga mengurangi ketergantungan penuh pada BBV Maros; serta, (4) Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Surat Edaran yang mengatur secara lebih ketat penerapan biosecurity dan pola pengandangan ternak, terkhusus di wilayah dataran tinggi. Regulasi ini harus diikuti dengan sanksi yang tegas, seperti pencabutan izin ternak apabila telah diberikan teguran namun masih berulang atau diabaikan. 
Kelemahan penelitian ini terlalu condong melihat kebijakan pengendalian PMK di Kabupaten Gowa dari perspektif pelaksana kebijakan, tidak disertai pengalaman dan tantangan riil yang dihadapi oleh penerima kebijakan di lapangan (peternak). Oleh karena itu, penulis merekomendasikan penelitian yang akan datang agar dapat melakukan wawancara mendalam dan survei kuantitatif kepada masyarakat, khususnya kalangan peternak untuk mengukur tingkat kepuasan atau pandangan mereka terhadap kebijakan. Selain itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji studi perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian PMK antara Kabupaten A dengan Kabupaten B yang memiliki populasi ternak serupa atau mencatat kasus PMK yang lebih tinggi.
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